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Abstract

This study aims to describe and analyze policies in the field of sustainable education at the land border between Indonesia and Malaysia in Aruk, Sambas Regency and acquire new knowledge, understanding and concepts through empirical analysis for the development of public policy science. Efforts to develop border areas, including education, should not be solely the responsibility and or carried out by the central government, but also the responsibility of the regional government. So far, the education policy has in fact always changed with the change of ministers (rulers), as if there was no system that could be used to produce education policies. The study in this study uses a systems approach from David Easton, where support and pressure for education is converted into an output, this output should be of concern to the government in producing quality Indonesian people. From this research, the results obtained from the existence of policies issued by the Sambas district in improving the quality of education in the region, however, there is still a need for the strength and strong will of the Sambas Regency government in improving the quality of education. There are three major policies that regulate policies, the first is Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, second, Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System where it can be concluded that the provincial government has the authority to regulate and manage Upper Education while the regional government has the authority to regulate and managing middle and basic education. This will also have another impact on the problem of education, especially at the border, if this policy is separate and not integrated between levels of government, there is sure to be a Demographic Disaster.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan  yang berkelanjutan  di  perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak  semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan tanggungjawab juga dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam menghasilkan kebijakan Pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap Pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian  pemerintah dalam menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang pertama adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah Pendidikan khusunya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada Bencana Demografi.
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Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan +17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km. Luas perairan Indonesia sekitar 5.877.879 Km2 dengan  luas laut teritorial sekitar 297.570 Km2, serta panjang pantai 79.610 Km.
Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara tetangga, yaitu: Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, yaitu  dengan Serawak dan Sabah), Papua New Guinea (Papua) dan  dengan Timor Leste  (Nusa Tenggara Timur) dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.  Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Papua New Guinea (PNG),  Australia dan Timor Leste.Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang selalu ingin di capai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. 
Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan negara yaitu ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. 
Hal yang dirasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya: (1) Mahalnya biaya pendidikan; (2) Fasilitas pendidikan yang kurang memadai; (3) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan  
Hal tersebut sering kali terjadi khusunya di daerah-daerah terpencil maupun daerah perbatasan di wilayah Indonesia. Daerah terpencil sering kali tidak menjadi perhatian pemerintah, sedangkan pada kota-kota besar sangat tercukupi akan kebutuhan fasilitasnya, hal inilah yang dapat memicu adanya kesenjangan dan permusuhan antar warga negara Indonesia. Bisa kita saksikan keadaan saat ini betapa kita sangat sedih ketika mendengar anak-anak daerah perbatasan maupun daerah terpencil kurang mendapatkan pendidikan di usia produktif. Banyak kebijakan yang terkesan  dilakukan secara tidak menyeluruh yang berorientasi pada output, yaitu murid sebagai hasil akhir dari kebijakan yang di keluarkannya. Indonesia tidak pernah tuntas dalam melakukan evaluasi terhadap output kebijakan pendidikkannya, seakan lupa bahwa output yang dihasilkan dari berubahnya sebuah kebijakan adalah manusia Indonesia penerus dari bangsa ini, Indonesia. 
 Belum tuntas terhadap evaluasi kebijakan dari setiap menteri yang pernah menangani pendidikan di Indonesia yaitu terhadap  output dari kebijakan yang terus berubah setiap ganti menteri,  yaitu manusia Indonesia yang sehingga pertanyaannya Mau dibawa kemana sebenarnya anak Indonesia ini terkait dengan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Data yang ada adalah sebagai berikut: (1) Bambang Sudibyo (2004-2009) Kebijakan Pendidikan bertaraf Internasional (RSBI); (2) M Nuh (2009-2014) Kebijakan penerapan kurikulum 2013 pengganti kurikulum 2006, menghentikan kebijakan RSBI; (3) Anis Bawesdan (2014-2016) Kebijakannya menghentikan kurikulum 2013 dan menghantar anak pertama masuk sekolah; (4) Muhajjir Efendi (2016-2019), Kebijakan Full Day School dan melonggarkan ketentuan jam mengajar untuk tunjangan profesi; (5) Mas Menteri (2019- sekarang), kebijakan menghapus Ujian Nasional yang dibungkus dalam satu kebijakan Merdeka Belajar.
[bookmark: _Toc38475923][bookmark: _Toc38476111]Jika keadaan di Indonesia masih seperti ini terus, kapan pendidikan di Indonesia bisa maju dan setara dengan negara-negara lain, kalau hal-hal buruk yang selalu diutamakan seperti korupsi. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 

Metode Penelitian
Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji perilaku aktor kebijakan dalam pengelolaan perbatasan darat Indonesia-Malaysia Di Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Suryabrata (2012:75) adalah bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Alasan penggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi dari perilaku mendapatkan data dan fakta di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Wawancara, dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan benar; (2) Observasi, merupakan penggalian data secara lebih mendalam; (3) Teknik Dokumentasi, Merupakan langkah yang diambil peneliti untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
Selain ketiga teknik pengumpulan data tersebut, metode lainnya yang  digunakan peneliti adalah melakukan Focus discution group (FGD) dengan para pemangku kebijakan, masyarakat dan unsur lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan.
Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi dan perpanjang pengamatan. Ada tiga bentuk triangulasi (Sugiyono,2005:127) yaitu triangulasi teknik, sumber dan waktu, 
Lokus yang dijadikan tempat penelitian adalah di perbatasan Malaysia-Indonesia Aruk di Kabupaten Sambas, dengan  alasan pemilihan lokasi memiliki keunikan karena letaknya berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia dimana terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara pendidikan di Malaysia dan Indonesia.  





Hasil dan Diskusi

1. Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh meliputi semua ranah pendidikan yaitu bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang  ada  dalam  diri  peserta didik.  Muhyiddin  (2012)  mengatakan,  ―Disamping untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, karena disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur undang-undang. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja.
Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya  manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi/jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai ranah pikir (kecerdasan intelektual) yang tinggi, model pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk pengajaran dalam rangka transfer of knowledge. Sementara itu, upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah rasa (kecerdasan sosial), ranah karsa (kecerdasan jiwa/psikis), dan ranah religi (kecerdasan spiritual) yang tinggi, maka model pendidikan yang harus dikembangkan melalui pemberian contoh (keteladanan), kepeloporan dan pembiasaan dalam rangka transfer of value atau pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah raga (kecerdasan kinestetik) yang tinggi, maka diperlukan kebijakan yang menyeluruh dari unsur pendidikan.
Sebagaimana tujuan penelitian di atas dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sesungguhnya kebijakan Pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari system pemerintahan Indonesia. Kita mengenal UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut terdapat kewenangan masing-masing pemerintahan yang tertuang dalam pembagian urusan, salah satunya urusan Pendidikan yang wajib sifatnya bagi pemerintah pusat dan daerah.

2. Analisis Kebijakan Pendidikatan dalam Pendekataan Sistem David Easton

Dalam menganalisis kebijakan Pendidikan di Indonesia, Eston  mengatakan bahwa langkah awal adalah menganalisis dari input, terkait dengan Input (tuntutan dan dukungan) adalah bagaimana (1) Sumber daya yang tersedia; (2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pendidikan. Tuntutan adalah raw material atau bahan mentah yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. Tuntutan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik. Tuntutan sifatnya beragam dan setiap tuntutan punya  dampak   yang   berbeda   atas   sistem   politik.   Tuntutan    berasal    dari lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal, yang variannya sebagai (1) Tuntutan atas pemerataan mutu pendidikan; (2) Tuntutan untuk mengatur sejumlah perilaku warganegara seperti penertiban ormas-ormas parayudisial, pembersihan tindak korupsi pejabat negara, atau kompilasi hukum Islam ke dalam hukum publik. Konversi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang- undang (agregasi). Output berupa kemampuan regulatif yang mengatur perilaku individu, kelompok, ataupun warganegara secara keseluruhan; (3) Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menjalin kontak dengan pejabat-pejabat publik. Konversi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi peraturan yang lebih  otoritatif. Output konversi misalnya kemampuan regulatif misalnya penetapan kuota caleg 30% perempuan dalam undang-undang pemilihan umum; (3) Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara- upacara hari besar nasional. Konversi atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. Output yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.
Jika tuntutan adalah bahan mentah untuk memproduksi keputusan-keputusan politik, maka dukungan berkisar pada upaya mempertahankan atau menolak keberlakuan sebuah sistem politik. Tanpa dukungan sistem politik kehilangan legitimasi dan otoritasnya. Dukungan terdiri atas: (1) Dukungan material warganegara bisa berupa kemauan membayar pajak atau peran aktif mereka dalam program-program yang dicanangkan pemerintah (misalnya     program     kebersihan     lingkungan,     penanaman     sejuta pohon). Konversi dukungan  ini  adalah ajudikasi  peraturan   di   tingkat individu yaitu upaya penerapan sanksi bagi yang tidak menurut pada program pemerintah serta kemampuan simbolik pemerintah untuk melakukan himbauan agar publik tertarik memberi dukungan pada pemerintah; (2) Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Konversi dukungan ini berupa pentransmisian informasi yang berkaitan dengan ketaatan warganegara pada hukum di sekujur struktur sistem politik, antar sistem politik, serta lingkungan extrasocietal-nya; (3) Dukungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi politik, ataupun mengadakan diskusi tentang politik; (4) Dukungan dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbol-simbol negara. Misalnya mengamalkan Pancasila, menyayangi sarana-sarana publik (alat transportasi umum, telepon umum, gedung-gedung pemerintah), menentang penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan hujan asam, mensosialisasikan peran vital Pancasila dalam mengikat integrasi nasional Indonesia.

Sedangkan yang terkait dengan Konversi Kebijakan atau proses adalah terlibatnya berbagai Lembaga yang ada di Indonesia dalam menerapkan kebijakan tersebut, yang di dasarkan pada input-input tersebut serta partisipasi masyarakat dan pihak sekolah. Terkait dengan Output maka pada tingkatan Kabupaten Sambas dimana penelitian ini dilakukan maka terdapat Peraturan Bupati Sambas No 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai indicator dari output yang dihasilkan dengan tiga kebijkan yang mengatur Pendidikan di Indonesia khususnya Kabupaten Sambas, Yaitu UU No 23 tahun 2014, UU No 20 tahun 2003 dan Perbub Bupati Sambas no 22 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka diperoleh Harapan Lamanya sekolah (HLS) Kabupaten Sambas masih rendah dibandingkan dengan capaian Propinsi yaitu 11,92 pada tahun 2017 sedangkan capaian propinsi Kalimantan Barat yaitu 12,50. Laju pertumbuhan ini bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan HLS Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional di tahun yang sama yakni sebesar 0,13 tahun maka masih lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan HLS Kabupaten Sambas bukanlah yang terbaik dan belum memberikan kontribusi positif bagi peningkatan HLS Provinsi Kalimantan Barat. Bilamana Pemerintah Kabupaten Sambas tidak melakukan perbaikan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan HLS secara signifikan dan tetap konstan dengan laju pertumbuhan di angka 0,11 tahun maka butuh waktu selama 5,5 tahun untuk sama dengan capaian HLS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017.

Selain HLS sebagai indikator keberhasilan kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sambas adalah adanya melek huruf, terdapat angka yang sangat fluktuatif yang ada di Kabupaten Sambas yaitu Angka melek huruf Kabupaten Sambas menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,135%. Tahun 2013 angka melek huruf Kabupaten Sambas sebesar 92,55% turun di tahun berikutnya menjadi 92,04% kemudian naik lagi sedikit menjadi 92,1% di tahun 2015. Selanjutnya tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 2,34% menjadi 94,44%, namun turun kembali di tahun 2017 menjadi 93,09%.

Sedangkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) APK PAUD mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2,80 % dibandingkan tahun 2016, sedangkan APK  SD/Paket A dan APK SMP/Paket B mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,52 % dan 23,19 %. APK PAUD mengalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Bab II | 38 kenaikan setiap tahunnya sedangkan untuk APK SD/Paket A mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017. APK SMP/Paket B mengalami kenaikan dari tahun 20113 hingga tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Pencapaian APM (Angka Partisipasi Murni ), APM SD/Paket A Kabupaten Sambas diantara tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017, pada tahun 2015 APM SD/Paket A mengalami penurunan sebesar 3,94 % sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6 %. Untuk APM SMP/Paket B dari tahun 2013 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,41 %. APM SD/Paket A Kabupaten Sambas diantara tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017, pada tahun 2015 APM SD/Paket A mengalami penurunan sebesar 3,94 % sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6 %. Untuk APM SMP/Paket B dari tahun 2013 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,41 %.

Pada sisi Lingkungan, lingkungan yang terkait dalam pendekatan sisitem dari David Easton ini adalah lingkungan Makro yaitu bagaimana pada masing-masing Pemerintahan yang dimulai dari proses pemilihan umum memberikan perhatian yang besar terhadap Pendidikan, pada lingkungan yang mikro bagaimana masing-masing level pemeriintahan menterjemahkan visis misi yang di bagun oleh pemeimpinnya. Dalam kaitan ini seperti terjelaskan dalam sejarah kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, setiap ganti mentri ganti kebijakannya. Setiap ganti Buapati ganti pula kebijakannya.

Menurut Chilcote, pada tahun 1956 – jadi sekitar tiga tahun setelah David Easton meluncurkan karyanya The Political System tahun 1953 - Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode trial and error layaknya sebuah teori. Persis seperti kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, tanpa ada kesinambungan atau keberlanjutan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya, dalam kasus tertentu kebijakannya bisa discontionue. Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton. Jika  Easton  membangun   suatu grand   theory,   maka   Almond   membangun suatu middle-range theory. Secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap. Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat Ronald H. Chilcote yang mengacu pada karya-karya penelitian Almond.
Di dalam tulisannya Comparative Polititical System tahun 1956 Almond mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik yang terdiri atas: (1) Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah; (2) Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya; dan; (3) Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.
Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal. Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di masa pra transisi politik 1998 berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi.
Almond menegaskan bahwa sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. Keempat karakteristik ini berlaku di negara manapun dan terdiri atas premis-premis: (1) Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik; (2) Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik; (3) Setiap struktur politik bersifat multifungsi; dan (4) Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warganegara masing-masing).

Setelah mengajukan keempat presmis tersebut, Almond memodifikasi struktur  input serta output David Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil memperjelas abstraknya Easton dalam menjelaskan masalah fungsi input dan output sistem politik sebagai berikut:
Fungsi Input sistem politik terdiri atas: (1) Sosialisasi dan rekrutmen politik. Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik; (2) Artikulasi kepentingan. Struktur yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) Institutional; (b) Non-Associational; (c) Anomic; dan (d) Associational; (3) Agregasi (pengelompokan) kepentingan. Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi    agregatif.    Sistem    kepartaian    (menurut     Almond)   misalnya Authoritarian, Dominant-Authoritarian, Competitif, dan Competitive Multi-party. Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya    pragmatis    atau    sekular, cenderung     berorientasi     nilai   absolut, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik; (4) Komunikasi Politik. Guna membanding pola komunitasi politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (a) Homogenitas informasi politik yang tersedia; (b) Mobilitas informasi (vertikal atau horisontal; (c) Nilai informasi; dan (d) Arah dari arus informasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).
Sedangkan fungsi output sistem politik terdiri atas : (1) Pembuatan Peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (policy); (2) Penerapan Peraturan. Ketika policy sudah terbentuk, hal yang harus dilakukan adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik; (3) Pengawasan Peraturan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Menurut Chilcote, setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton, Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut:

Gambar 1. Diagram Sistem Politik Almond dan Level-level Fungsi
[image: ]

Sumber: Gabriel  A.  Almond, 1993.

	Di level fungsi input, sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik, birokrasi, lembaga yudisial, dan sebagainya. Dalam perkembangan pemikirannya kemudian, Almond memasukkan sosialisasi dan rekrutmen politik ke dalam fungsi konversi. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan dan tuntutan politik untuk melakukan tindakan.
	Melalui skema di atas – masih menurut Chilcote – Almond membagi sistem politik ke  dalam  tiga level. Level  pertama terdiri  atas  enam fungsi  konversi yaitu: (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan); (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang- undang); (3) komunikasi politik; (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat); (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan; (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara).
	Fungsi nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutan dan dukunga yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor emapt hingga enam berada di sisi keluaran berupa keputusan serta tindakan. Mengenai penjelasan atas tuntutan (demands) dan dukungan (support) yang dimaksud Almond, Jagdish Chandra Johari  memetakannya  ke  dalam  tiga  aras  penjelasan  yaitu input,  konversi, dan output.
Lebih lanjut Grindle (1980) menjelaskan menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administrative yang sangat penting. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, pembedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan  diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

Sebagai penutup maka diperoleh model dari kebijakan Pendidikan dengan menggunakan pendekatan system dari David Easton diharapkan mampu membangun kebijakan yang terkonsep secara menyeluruh atau berkelanjutan, seperti gambar berikut ini
 
Gambar 2. Model Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan, Pendekatan Sistem David Easton
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Sumber : Peneliti, 2020

Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka kira dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pendidikan di Indonesia di laksanakan tidak secara kesinambungan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya terutama apabila terjadi perubahan mentri yang berwenang mengatur Pendidikan.
2. Terdapat dua kebijakan yang mengatur tentang Pendidikan di Indonesia, yaitu UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Sesuai dengan teori yang digunakan terdapat input yang di mulai dari proses politik, yang tercermin dalam visi misi Pemerintah yang berkuasa selanjutnya di konversi kebijakan yang melahirkan output kebijakan. Orientasi output inilah yang harus dibangun oleh Pemerintah guna menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas sebagai akibat kebijakan yang berkelanjutan.
4. Melihat kondisi yang dibangun selama ini yang ganti mentri ganti kebijakan, dan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah semakin meningkat, bukan tidak mungkin kita pastikan akan mengalami Bencana Demografi, bukan Bonus Demografi.
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